PUTUSAN
NOMOR : 208 K/ITUNM998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

merﬁeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah
mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN
MODAL ASING, berkedudukan di Jalan Makam Pahlawan
Kalibata Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa-
nya MANUALA HUTADJULUY, SH., Kasi Bantuan Hukum
Dit. PP Direktorat Jenderal Pajak, berdasarkan surat kuasa

khusus substitusi tanggal 5 Maret 1998 No, SKU.058/WPJ.
06/KP.02/1598;

Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan:

PT. NATRA RAYA, diwakili oleh Direktur Utamanya DONALD
C. LOEBACH, kewarganegaraan Amerika Serikat, ber-
alamat di Jalan Sekolah Duta | No. 29 Pondok Indah
Jakarta Selatan, dalam hal ini oleh Kuasanya ;

1. JUSMAN NASIR, kewarganegaraan Indonesia, peker-
jaan Admin. Services dan Tax Manager PT. Natra
Raya, beralamat di Jalan Mekar Baru /37 Kampung

Baru, Ciputat-Tangerang;
2. NAZWARDI NAZAR, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Tax Administration PT, Natra Raya, bera-

lamat di Jalan Danau Diatas G 11/124 Pejompongan,
Jakarta Pusat, :

3. VICTOR G. TUMANSERY, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Tax Administration PT. Natra Raya, bera-

lamat di Jalan Kelapa Dua Wetan No. 17 Cibubur
Jakarta Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/Maf1068/NRA/!
1998 tanggal 1 Mei 1998;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding
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Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan ,

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa
sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil :

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Kepata Kantor Pemerik-
saan dan Penyidikan Pajak Jakarta Khusus No. S1070/WPJ.3035/TG/
1994 tanggal 26 Mei 1994, Tergugat telah mengeluarkan Surat
Ketetapan Pajak (SKP) tanggal 30 Mei 1994, Surat Ketelapan Pajak
Tambah-an (SKPT) tanggal 2 Juni 1994 dan Surat Tagihan Pajak
(STP) tanggal 30 Mei 1994 dengan rincian seperti yang terurai dalam
surat gugatan, oleh karena penitaian Tergugat bahwa Penggugat tidak
melunasi Jumlah Pajak dalam SKP, SKPT dan SPT tersebut sampai
dengan batas waktu yang ditentukan;

bahwa Tergugat kemudian menerbitkan surat teguran No. Teg.
1095/\WPJ.06/KP.0208/1994 tanggal 24 Oktober 1994 yang Penggugat
terima pada tanggal 3 Januari 1995 dan karena belum dilunasi sampai
dengan batas waktu yang ditentukan, maka Tergugat menerbitkan

Surat Paksa No. Print. 315/WPJ.06/KP.0208 tanggal 5 September
19985;

bahwa Penggugat mengajukan surai- keberatan kepada Direk-
torat Jenderat Pajak yang menerima sebagian keberatan yang semula
SKPT PPH Np. 00002/306/92/052/94 tanggal 2 Juni 1994 sebesar
Rp. 3.008.559.100,- sehingga hutang pajak Penggugat menjadi
Rp. 2.806.130.000,- Surat Keputusan tersebut baru diterima Penggugat
pada tangga! 28 Juni 1995 yang berarli sudah lewat waktu 12 bulan
sesuai Pasal 26 ayat (1) dan (5) jo. penjelasan Pasal 25 ayat (3) jo.
Pasal 32 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 dan
Penggugat telah mengajukan banding ke MPP, ..

bahwa sesuai Pasal 23 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1883,
jika SKP/SKPT/SPT terikat masalah keberatan/banding yang belum
diselesaikan yang membawa konsekwensi bahwa SKP/SKPT tersebut
belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka tidak bisa secara
otamatis diterbitkan surat paksa,

bahwa dengan demikian surat paksa atas dasar SKP/SKPT
yang belum dilunasi adalah bertentangan dengan ketentuan yang ber-
laku serta Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1886;
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bahwa Penggugal merasa dirugikan oleh keputusan yang di-ﬂ

keluarkan Tergugat berupa Surat Paksa No. Print. 315/\WPJ.06/KP.0208
karena dapat mengakibatkan Penggugat pailit yang berakibat pada
pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawan, tindakan Tergugat
tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan pada waktu mengeluarkan keputusan a que telah menyalah-
gunakan wewenangnya,

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mo-

hon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memerintahkan
kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Paksa Nomor ;
Print. 315/WPJ.06/KP.0208 tanggal 5 September 1985 sampai dengan
sengketa perpajakan antara Penggugat dan Tergugat tersebut
berkekuatan hukum tetap dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Permghonan Penundaan :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan

Surat Paksa No. Print. 315/WPJ.06/KP.0208 tanggal 5 September
1995 sampai dengan sengketa perpajakan antara Penggugat dengan

- Tergugat tersebut berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara :

1,
2.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Paksa No. Print. 315/WPJ.
08/KP.0208 tanggal 5 September 1995 yang diterbitkan oleh Ter-

gugat oleh karena bertentangan dengan ketentuan perpajakan
yang berlaku;

Menghukum Tergugat membayar biaya perkara,
Bahwa terhadap daiil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat

telah mengajukan eksepsi pada pokokriya sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan

Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang
secara tegas diakui benar oleh Tergugat;

bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah
Surat Paksa No. Print. 315/WPJ.06/KP.0208 yang diterbitkan Ter-
gugat pada tanggal 15 November 1995, seharusnya gugatan diaju-
kan ke Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Tata Usah
Negara Jakarta tidak berwenang mermeriksa dan memutus perkara
ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat
harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
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bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta telah mengambil putusan yaitu putusannya tanggal 5 Juni 1996
No. 189/G. TUN/M995/PTUN-JKT. yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

Dalam Eksepsi :
- Menolak Eksépsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :
- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

- Menyatakan batal Surat Paksa No. Print. 318/WPJ.06/KP.0208
tanggal 5 September 1995 yang diterbitkan oleh Tergugat;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat
pertama sebesar Rp. 48.000.- (empat puluh delapan ribu rupiah)

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah
dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan
putusannya tanggal 12 November 1997 No. 106/8/1997/PT.TUN.JKT.;

bahwa sesudah putusan terakhir diberitahukan kepada kedua
belah pihak masing-masing pada tanggal 4 Maret 1998 kemudian ter-'
hadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya
khusus, berdasarkan surat kuasa khusus substitusi tanggal 5 Maret
1998 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 Maret
1998 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 028/Kas-
1998/PTUN.JKT., yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul
dengan memari kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 25
Maret 1998;

bahwa setelah itu oleh Pengugat/Terbanding yang pada tanggal
1 April 1998 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/
Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepani-
teraan Pengadilan Tata Usaha Jakarta pada tanggal 16 Juni 1998,
dengan demikian maka jawaban memorifrisalah kasasi itu diajukan
setelah tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (3)
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, maka jawaban memoari/risalah
kasasi Itu tidak dapat diperhatikan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi & quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama
diajukan dalam tenggang wakiu dan dengan cara yang ditentukan da-
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lam Undang-undang, maka oleh karena itu permohanan kasasi terse-
but formil dapat diterma;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang digjukan Pemo-
hon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
telah salah karena tidak melaksanakannya menurut ketentuan
yang berlaku, sebagaimana dikemukakan dalam periimbangan
hukum halaman 38 dan 37 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta tidak mempergunakan kewenangannya secara maksimal
untuk menggali dan meneraukan kebenaran hukum datam pe-
meriksaan perkara a quo, dengan demikian Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta dalam mengadili perkara a quo tidak
melaksanakan hukum acara dengan baik dan benar;

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum
acara yang berlaku karena hanya memeriksa berkas perkara, per-
timbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan
surat-surat lainnya serta langsung mengambil alih pertimbangan
hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
tanpa memperhatkan adanya ketidakkonsistenan dalam pertim-
bangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

3. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
telah salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa dalam
memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun da-
lam kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon Kasasi
tidak terdapat hal-hal baru yang dapat mengubah fakta di persi-
dangan maka tidak perlu dipertimbangkan, bahwa dalam memori
banding yang diajukan Pemohon Kasasi banyak menunjukan hal-

hal baru yang dapat mengubah fakta-fakta, namun tidak dipertim-
bangkan oleh Judex Factig; '

Menimbang :
mengenai keberatan ad. 2

bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara salah menerapkan hukum dengan pertimbangan
sebagai berikut :

bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 ten-
tang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahu_n 1983 tentang
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- Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 23 ayat (2) dan
penjelasannya, sanggahan/gugatan terhadap pelaksanaan Surat
Paksa hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak. Sebelum
Badan Peradilan Pajak terbentuk diajukan kepada Pengadilan Negeri;

bahwa berdasarkan pertimbangan ad. 2 tersebut di atas dengan
tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya
menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk
mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon kasasi :

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING
dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
tanggal 12 November 1997 No. 106/B/1997/PT.TUN.JKT. vyang
menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5
Juni 1986 No. 158/G.TUN/1995/PTUN.JKT. serta Mahkamah Agung

mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti yang akan disebut-
kan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak
yang kalah maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam
tingkat pertama, tingkat banding maupun datam tingkat kasasi ini:

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun
1970, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1885 dan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan yang ber-
sangkutan;,
MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi KEPALA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING ter-
sebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta tanggal 12 November 1997 No. 106/B/1997/PT. TUN.JKT.

dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 5 Juni
1996 No. 159/G. TUN/M995/PTUN.JKT.;

MENGADILI SENDIRI
Dalam Eksepsi
- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara : -
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
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- Menghukun, Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya
perkara baik yang jatuh dalam peraditan tingkat pertama, banding
maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetap- -
kan sejumiah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Demikianiah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahka-
mah Agung pada hari Kamis tanggal 25 November 1992 dengan H.
SOEHARTO, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh
Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, ISKANDAR KAMIL,
SH. dan ACHMAD KOW! AS., SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh
Ketua Sidang tersebut dengan dihadin oleh ISKANDAR KAMIL, SH.
dan ACHMAD KOWI! AS., SH. Hakim-hakim Anggota tersebut, serta
ZAINAL AGUS, SH. Pantiera Muda, dengan tidak dihadiri oleh para
pihak;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA, KETUA,
ttd. ttd.
ISKANDAR KAMIL, SH. H SOEHARTO, SH.
ttd.

ACHMAD KOWI AS., SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
ZAINAL AGUS
Biaya Kasasi :
1. Meterai ... Rp. 2.000,-
2. Redaksi ....ooovevvveeeinnns Rp. 1.000.-
3. Adminstrasi Kasasi...... Rp.  97.000.-
Jumilah ............ Rp. 100.000,-
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